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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18

Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan menjadi
Retribusi Daerah;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu

diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan
Kakus.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang- undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

Peraturan-pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan-pemerintah  Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor



25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

7 Peraturan-pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8 Peraturan-pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
89);

9 Peraturan-pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692);

10 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan  undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Tingkat II;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998
tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

15 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamdya daereah
Tingkat II Semarang;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG



RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Daerah adalah wilayah Kota Semarang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
C.
d. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat

Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;

pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi
atau badan;

TPA Tinja adalah tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang
disediakan / di ditunjuk oleh pemda untuk pembuangan pengolahan lumpur
tinja;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Miliki Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban,
transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran
Retribusi;

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi
dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada
Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD
adalah Nomor Wajib Rertribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap
Wajib Retribusi;



Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;

. Surat Ketetpan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;

. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam
hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;

. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam
hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam
pemeriksaan;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnay disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi
Daerah yang terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan
pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi
administrasi;

. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi
yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau AKRDKBT yang belum
kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

BABII
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI



Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dan pembuangan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penyedotan kakus/jabatan.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh
Pemerintah Daerah dan pembuangan tinja di TPA Tinja.

(2) Pelayanan penyedotan kakus/jamban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

a. Penyedotan kakus/jamban dari sumber ke TPA Tinja;
b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memeperoleh pelayanan
penyedotan kakus/jamban dan pembuangan tinja di TPA Tinja.

BAB IIT
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan atau
yang dibuang di TPA Tinja.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7



